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ABSTRAK

Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) selaku Kuasa Bendahara
Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berdasarkan SPM (Surat Perintah

Membayar).

Prosedur Pencairan Dana SP2D dengan menggunakan system online yaitu
bertujuan untuk memahami proses pencairan dana dengan menggunakan aplikasi
SIMDA dan SIPD baik dari awal proses pengajuan dokumen hingga verifikasi
dokumen. Dan penelitian ini mrnggunakan Metode Narasi yang dimana

menjelaskan prosedur pencairan dana SP2D dari awal hingga akhir.

Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur pencairan dana SP2D
yang telah menggunakan aplikasi baru yaitu Implementasi Kinerja pada Prosedur
Pencairan Dana DP2D dengan menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD sudah sesuai
dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 190 /PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta
berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah pasal 196-226 pada Pencairan dana SP2D Online atau Offline.

Kata Kunci: DP2D , Aplikasi SIMDA dan SIPD
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Laporan Tugas Akhir

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah instansi
pemerintah yang mengelola keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Bekasi
sesuai dengan asas otonomi. Keuangan daerah dapat dibagi menjadi beberapa
jenis, salah satunya adalah pengumpulan dan pengeluaran penerimaan pajak dan
uang dari bisnis di Kabupaten Bekasi. Meskipun demikian, masih ada beberapa
masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam proses pencairan dana SP2D.
Ada beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya dengan
memastikan pajak dibayar tepat waktu dan hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan
penerimaan daerah dari sektor pajak dapat meningkatkan pengelolaan untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bekasi. Institusi
dengan akuntabilitas publik selalu bersedia mempertanggungjawabkan
perbuatannya kepada masyarakat dan bersedia melakukan pengendalian
masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam kepentingan
bersama. Tanggung jawab masyarakat untuk ikut serta dalam mengendalikan
segala kegiatan pemerintahan sebagai salah satu bentuk pelibatan masyarakat.

Proses pembangunan pengelolaan keuangan nasional, dapat dirasakan
bahwa peran bidang perbendaharaan dalam badan pengelolaan keuangan dan asset
daerah menjadi semakin penting. Fungsi utama dari bidang perbendaharaan

adalah melakukan pekerjaan dengan baik dalam perencanaan kas, mencegah



kemungkinan pelanggaran pengelolaan keuangan, mengalokasikan dana, dan
menggunakan dana yang tidak terpakai agar nilai tambah keuangan menjadi
meningkat sesuai yang telah dijelaskan pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang disebutkan bahwa tujuan dari UU No.17 pada Tahun 2003
adalah untuk menghilangkan ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan mewujudkan sistem pengelolaan keuangan jangka panjang
dengan harapan agar tercapainya tujuan tersebut. Kementerian Keuangan bekerja
dengan reformasi tata kelola keuangan yang transparansi dalam berorientasi serta
akuntabilitas yang meliputi pelacakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
(Dwi Ratmono:2015).

SP2D yaitu Surat perintah pencairan dana yang diperlukan tata cara untuk
penyisihan dana tertentu dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Sejumlah nominal uang yang dikeluarkan oleh KPPN untuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPM).
Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012
PMK.05 tentang prosedur pembayaran APBN. Kemudian surat perintah
pembayaran yang disampaikan ke KPPN akan digunakan sebagai debitur dagang
dan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang telah diterbitkan. SP2D atau
permintaan pencairan dana tidak akan diterbitkan oleh KPPN jika unit usaha
pegawai tidak memberikan data kontrak atau data perjanjian kepada penyedia
barang atau jasa sebagai daftar perubahan data pegawai.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat diterbitkan apabila

pengeluaran yang diminta tidak melebihi anggaran yang tersedia dan didukung



dengan dokumen yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Surat Perintah Penarikan SP2D memiliki jangka waktu pelaksanaan yang
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya Surat Perintah
Pembayaran (SPM) dan dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari setelah surat
diterima oleh bendahara keuangan yang mengecek Surat Perintah Pembayaran
(SPM). Setelah proses tersebut akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran SP2D
dapat dibayar saat adanya kendala atau kegiatan yang dianggap tidak perlu dan
kurang penting bagi kelangsungan pelayanan, seperti ditemukan pembelian
barang yang bersangkutan dengan harga yang akan naik. Dalam hal ini, lebih baik
pemerintah daerah membatalkan semua kegiatan tersebut dibandingkan harus
mengucurkan dana SP2D untuk sesuatu yang tidak maksimal manfaat dan
kualitasnya.

1.2 Tujuan Magang

Dengan melihat dasar penulisan laporan tugas akhir maka tujuan dari
penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur dalam melakukan pencairan dana SP2D terhadap
kelancaran pencairan dana pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
Kab.Bekasi.

2. Mengetahui prosedur verifikasi menggunakan aplikasi baru yaitu SIMDA dan
SIPD dalam pencairan dana dana SP2D terhadap kelancaran pencairan dana

pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kab.Bekasi.



1.3 Target Magang
Target yang diharapkan dalam penulisan laporan tugas akhir ini yaitu
sebagai berikut :

1. Mampu memahami mengenai prosedur dalam melakukan pencairan dana
SP2D terhadap kelancaran pencairan dana pada satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) Kab.Bekasi.

2. Mampu memahami mengenai prosedur verifikasi menggunakan aplikasi
baru yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem
Informasi pembangunan Daerah (SIPD) dalam pencairan dana SP2D
terhadap kelancaran pencairan dana pada satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) Kab.Bekasi.

1.4 Bidang Magang

Pelaksanaan magang dilakukan pada bidang Perbendaharaan untuk
pengelolaan keuangan asset daerah,yang kegiatannya focus pada pencairan dana

SP2D

1.5 Lokasi Magang
Nama Instansi : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah (BPKAD) Kab.Bekasi

Pimpinan Instansi : Ida Sadiah, S.Pi, M.Si

Alamat Instansi : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Desa
Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat — Kabupaten Bekasi — Jawa Barat
Nomor Telepon Instansi : +62 21 89970375

Email Instansi : basipda(@bekasikab.go.1d
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Gambar 1.1 Peta Lokasi Magang

1.6 Jadwal Magang

Waktu Pelaksanaan Magang 11 Maret 2022 — 10 Juni 2022

Jam Jumlah Magang : Magang dilaksanakan oleh Mahasiswa
Fakultan Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Islam Indonesia kurang lebih
selama 90 - 91 Hari Kerja dengan Asumsi Jam

kerja 6 — 8 Jam Perhari.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini secara garis besar terdiri dari
empat bagian, yaitu:

Bab I Pendahuluan


https://opencorpdata.com/place/ChIJW2UI5eCbaS4RDa9qn1aKIuw

Bab pendahuluan ini merupakan rangkuman dari keseluruhan laporan tugas
akhir serta memberikan gambaran mengenai alasan memilih judul Prosedur
pencairan dana SP2D terhadap kelancaran pencairan dana pada satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) Kab.Bekasi. Bab pendahuluan ini juga memuat isi
mengenai dasar penulisan laporan tugas akhir, tujuan dan manfaat penulisan tugas
akhir, target penulisan tugas akhir, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir.
Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Prosedur
pencairan dana SP2D terhadap kelancaran pencairan dana pada satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) Kab.Bekasi
BAB III Analisis Deskriptif

Pada bab ini berisikan beberapa data terdiri dari data umum dan data
khusus. Data umum merupakan penjelasan secara umum tentang apa saja yang
sudah didapatkan pada tempat magang. Data khusus merupakan suatu penjelasan
yang telah ditemukan di lapangan secara langsung dan sesuai dengan masalah
yang diangkat.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari data-data dari penjabaran bab

sebelumnya serta hasil dari bab tersebut serta rekomendasi saran serta
kebijakan terhadap masalah yang ada pada kantor Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Bekasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur dalam bahasa Inggris, Procedure yang berarti cara atau tahapan
dari suatu kegiatan untuk memperoleh hasil agar sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut (Mulyadi, 2019). Sedangkan menurut (Maryati, 2008) prosedur adalah
serangkaian kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu atau
lebih departemen untuk memastikan keseragaman penanganan transaksi
perusahaan yang berulang sesuai tahapan atau urutan yang saling berkaitan dalam
menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tujuan dari prosedur yaitu untuk membuat
seseorang yeng telah membaca atau mendengarkan dapat memahami bagaimana
cara melakukan tahapan atau langkah-langkah yang telah ditetapkan sesuai urutan
dalam penyelesaian suatu masalah secara sistematis dan efisien.
2.1.1 Karakteristik dan manfaat prosedur

Menurut (Mulyadi, 2019) karakteristik prosedur memiliki beberapa bagian,
diantaranya yaitu:
1. Dapat menentukan tercapainya suatu tujuan dalam organisasi
2. Dapat menentukan sebuah langkah yang logis dan efektif
3. Dapat menentukan suatu keputusan penuh tanggung jawab dalam setiap

langkahnya.

4. Dapat meminimalisir adanya keterlambatan atau hambatan yang ditemukan.



Menurut (Mulyadi, 2019) Prosedur memiliki beberapa manfaat, diantaranya
segabai berikut:
1. Untuk mempermudah dalam pengambilan langkah.
2. Sebagai suatu pedoman kerja yang jelas serta wajib untuk di patuhi.
3. Membuat dan meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.

4. Mengadakan perbaikan ketiaka terjadi penyimpangan dalam pengawasan.

2.2 Pengertian Dana
Dana merupakan suatu kelompok keuangan yang sumber dan kegunaannya
ditentukan oleh anggaran, dan entitas akuntansi yang telah memiliki persamaan

tujuan dari entitas fiskal dan akuntansi yang terpisah satu sama lain.

Dalam Organisasi Sektor Publik Dana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Dana yang bisa dibelanjakan

Dana yang dapat dibelanjakan yaitu dana yang tersedia untuk biaya segala
aktivitas diluar bisnis dalam menjadikan tujuan sebuah organisasi pada sector

public.

2. Dana yang tidak bisa dibelanjakan (Non Expendable fund)

Dana yang tidak dapat dibelanjakan (Non Expendable fund) yaitu dana yang
akan digunakan dalam segala aktivitas bisnis sebagai bahan pendukung dari

expendable fund. (Nordiawan, 2017).



2.3 Pengertian Pencairan Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pencairan dana
adalah tindakan, pengeluaran, realisasi, atau kegiatan pencairan, yang mengacu
pada penerimaan dana dalam bentuk uang tunai dan disediakan untuk memenuhi
kebutuhan tertentu. Proses pembayaran pencairan dana di KPPN Bekasi sendiri
terdiri dari Sistem Pembayaran Langsung (LS), Sistem Pembayaran Dana
Persediaan (UP) dan Sistem Pembayaran Refund (GU). Dalam hal ini ada sistem
Direct Disbursement yang biasanya digunakan sebagai belanja non pegawai dan
belanja pegawai pada pencairan dana yang menggunakan stock money untuk biaya

aktivitas atau biasanya dikenal dengan petty cash dalam istilah akuntansi.

2.3.1 Jenis — jenis Pencairan Dana

Pencairan dana memiliki dua macam yaitu Penyaluran Dana Secara
Langsung (LS) dan Penyaluran Dana Uang Beredar (UP). Menurut Pasal 1
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, pengertian pencairan dana
secara langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada
akuntan pengeluaran atau penerima hak lain berdasarkan suatu keputusan kontrak
kerjanya. Perintah kerja lainnya yiatu dengan mengeluarkan surat akta atau
perintah pembayaran langsung. Pembayaran Dana Persediaan Kas (UP) adalah
uang muka kerja rutin dalam jumlah tetap yang diberikan kepada bendahara
pengeluaran untuk mendanai suatu kegiatan usaha atau tergantung pada sifat dan
tujuannya, mekanisme pembayaran tersebut untuk mendanai pengeluaran yang
tidak mungkin dilakukan secara langsung. Diantara kedua jenis pencairan dana

tersebut terdapat cara pembayaran lain atas belanja negara dan pelaksanaan



anggaran pendapatan, yaitu dengan menggunakan pencairan dana untuk pelunasan
(GU) pesanan pembayaran penggantian persediaan dana yang dapat dikeluarkan
oleh Agen Pengguna Anggaran atau Agen Pengguna Anggaran oleh DIPA
Exhaustion, yang dananya digunakan untuk menggantikan dana persediaan yang

telah digunakan. (Purnomo, 2016)

Pencairan Dana Langsung dibagi menjadi dua yaitu :
1. Belanja Pegawai
Contohnya : Gaji dan tunjangan,Honor, dan lembur
2. Belanja Non Pegawai
Contohnya : Adanya Barang dan jasa,pembayaran biaya tagihan
dayadan jasa (listrik,telepon,air).
Pencairan Dana Uang Persediaan dibagi menjadi dua yaitu:
1. Uang persediaan untuk Belanja Barang
Contohnya : Kepentingan sehari hari kantor,biaya pemeliharaan
Gedung dan bangunan,peralatan dan mesin, dan lain lainnya.
2. Untuk pencairan dana uang persediaan bisa diberikan paling tinggi
sebesar Rp. 5.000.000.
Adabeberapa istilah dalam proses pencaira dana yaitu sebagai berikut :
1. Pemasok merupakan orang yang bertanggung jawab untuk memungut
pembayaran dari pemegang APBN.
2. Kontrak merupakan hubungan antara PPK dengan perusahaan yang

menjual barang atau jasa untuk melakukan swakelola.
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3. Resume Tagihan merupakan jaminan terlambat yang diberikan kepada
tiga pemerintahan lainnya oleh satker dan pemerintah.

4. Retur SPM merupakan dokumen yang disampaikan oleh KPPN kepada
Kuasa BUN di daerah berdasarkan SPP retur dalam rangka menagih dana
dari retur SP2D agar dapat diganti biayanya.

5. Retur SP2D merupakan perintah yang dikeluarkan KPPN kepada Kuasa
BUN didaerah berdasarkan SPM retur untuk pengeluaran non anggaran.

6. ADK merupakan arsip data yang disimpan dalam media penyimpanan
digital.

Ada Beberapa pengertian-pengertian menurut peraturan Direktur
Perbendaharaan yang bersangkutan langsung dengan pencairan dana yaitu
Nomor Per 287PB2015 tentang standar operasional prosedur pada KPPN
sebagai berikut :

1. Bendahara Pengeluaran merupakan orang yang bertanggung jawab atas
penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, dan pembukuan
uang untuk keperluan Belanja Negara di kantor satuan kerja Kementerian
Negara.

2. Satker merupakan instansi pelayanan yang ditugaskan untuk bekerja sama
dengan Kementerian Negara sebagai instansi yang terkait untuk
melaksanakan kegiatannya.

3. Pemakai Anggaran merupakan aparat pimpianan suatu Lembaga yang
berkuasa dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran pada

Kementrian Negara Lembaga yang bersangkutan.
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4. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain
yang telah ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA
atau dokumen lain yang telah dicocokkan.

5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan data yang disiapkan dan
diterbitkan oleh kantor yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan
kegiatan dan disampaikan kepada pengguna anggaran atas kewenangan
pengguna anggaran atau kantor pilihan sebagai pemilik usaha yang
kemudian dikirimkan ke penerbit SPM terkait entitas.

6. DIPA merupakan pimpinan Lembaga atau satker yang membuat dokumen
pelaksanaan anggran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
atau kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama
Menteri Keuangan yang memiliki fungsi untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran dana atas beban APBN serta dokumen
pendukung kegiatan akuntansi pemerintahan.

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan surat perintah yang
dikeluarkan oleh KPPN sebagai satu-satunya dokumen resmi negara untuk

melaksanakan pengeluaran beban APBN sesuai dengan SPM.

2.4 Pengertian SP2D
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai agen

Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melakukan penyisihan atas rekening
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas dasar dari Perintah
Pembayaran (SPM) sesuai dengan Peraturan 190 /PMK.05/2012  Tentang
Prosedur Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), SPM yang disampaikan kepada KPPN yaitu untuk menerbitkan surat
SP2D dengan mendaftarkan jaminan uang muka menggunakan SP2D. KPPN
tidak dapat menerbitkan SP2D apabila unit usaha tidak mengirimkan data
perjanjian atau kontrak beserta ADK pembayaran SPM-LS kepada penyetok
barang atau jasa daftar perubahan data pegawai beserta ADK yang telah

disampaikan kepada KPPN.

Pada Pencairan Dana SP2D terbagi menjadi dua bagian, yaitu pencairan

secara Offline/Manual dan secara Online sebagai berikut :

2.4.1 SP2D Offline / Manual

Prosedur pencairan dana SP2D Manual Atau Offline menurut PERMENDAGRI
Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 196-226
mengatur mengenai Penatausahaan Pengeluaran Kas pada Pencairan dana SP2D

sebagai berikut :

1. Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam mengatur kas daerah
menyediakan dana untuk setiap SKPD dengan waktu yang telah ditetapkan
pada Surat Penyediaan Dana (SPD).

2. SPP terdiri dari uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, dan SPP

langsung yang disamakan oleh bendahara pengeluaran dengan
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mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terhadap pengguna
anggaran beradasarkan OPPK-SKPD.

3. Penerbitan SPM terhitung dari dua hari kerja sejak diterimanya dokumen
SPP yang dinyatakan lengkap dan sah apabila pengguna anggaran
menerbitkan SPM. Sedangkan penolakan penerbitan SPM terhitung satu
hari setelah dokumen diterima kemudian SPM yang telah diterbitkan akan
diajukan terhadap kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D.

4. Dokumen SPM yang diterbitkan menjadi SP2D diajukan oleh pengguna
anggaran yang akan diteliti kelengkapannya oleh kuasa BUD agar
pengeluaran yang diajukan tidak melampaui persyaratan yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu tentang Surat

Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ).

2.4.2 SP2D Online

Surat Perintah Pencairan Dana yang tadinya menggunakan cara manual,
sekarang telah hadir Surat Perintah Pencairan Dana dalam bentuk online. Hal ini
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 PMK.05
tentang prosedur pembayaran APBN dan Surat Perintah Membayar yang
diserahkan ke KPPN. Untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau
SP2D secacra online, aplikasi yang dikembangkan bekerja sama dengan
Pemerintah Provinsi dan Kementerian Keuangan yang salah satu cara untuk
menyelesaikan masalah perpajakannya dengan belanja daerah. Diperlukan surat
pencairan dana (SP2D) untuk pencairan dana dari Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk kewajiban lancar. Biasanya KPPN akan

14



mengeluarkan sejumlah nominal uang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) sesuai SPM Perintah Pembayaran. Surat Perintah Pembayaran
yang diajukan ke KPPN nantinya akan digunakan sebagai piutang usaha dan
untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D. Selain itu, KPPN
menggunakan perintah penarikan dana online untuk membayar jaminan simpanan.
Namun apabila entitas kerja pegawai tidak menyampaikan data kontrak atau data
perjanjian kepada penyedia barang atau jasa, maka daftar perubahan data pegawai

KPPN tidak akan menerbitkan SP2D atau perintah pembayaran dana.

Untuk tercapainya semua transaksi yang bisa langsung dibayarkan secara
efektif dan efisien, SP2D online benar-benar dikelola secara real time. Dengan
sejumlah kelengkapan pelayanan yang berbasis digital dan apikasi yang sudah ada
di kantor BPKAD seperti ve-budgeting APBD, e-Hibah dan bantuan sosail.
SIPKD aplikasi pengelola keuangan daerah, dashboard pencairan APBD, dan
aplikasi STAP BOS. Namun dalam proses pencairan SP2D saat ini yaitu dengan
menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD yang di mana aplikasi ini sangat efektif

dan efisien untuk memverifikasi dokumen yang sudah siap untuk dibuat SP2D.

Berikut beberapa fungsi SP2D online secara umum:
a. Menjadikan Bank data informasi pencairan dana berdasarkan data
otentik scan dengan SP2D online
b. Menyajikan data yang akurat dan real time menurut surat SP2D
online yang rilis oleh KPPN tingkat pusat provinsi, kabupaten, dan

lain lainnya.
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c. Dengan adanya Backlog, selama proses pencairan dana dapat
mengurangi risiko keuangan.
d. Bertanggung jawab kepada pemberi pinjaman dengan mempermudan

proses penggantian dana.

Manfaat Pencairan Dana atau SP2D secara Online sebagai berikut :

a. Prosesnya tidak ke Bank secara langsung,sehingga pencairan dana
lebih efektif dan efisien wantu dan tenaga.

b. Dapat meminimalisir  risiko keuangan ketika ditemukan adanya
nomor atau identitas rekening tujuan yang salah dan berkas akan
diserahkan kembali dan diproses ulang.

c. Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan  keuangan  kas
daerah secara langsung melalui rekening koran yang terbaru dan real-
time.

d. Pengawasan terhadap rekening kas umum daerah dapat dilakukan
secara online melalui kantor sub-sub daerah yang terletak dibawah
pengawasan badan pengelolaan keuangan setempat

e. SP2D online bisa di cek dengan kinerja pegawai supaya lebih efektif
dan bisa lebih efisien dalam melakukan kinerja tanpa menangani
urusan dokumen yang bermasalah sehingga tidak menyita banyak
waktu. Misalnya input nomor atau nama rekening penerima, jenis

pemungutan pajak, dan NPWP.
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2.5 Aplikasi SIMDA dan SIPD
2.5.1 Pengertian SIMDA
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan tonggak
penting dalam reformasi manajemen pemerintahan, karena telah diundangkan
sebagai bagian dari Paket Undang- Undang Keuangan Negara. Pada tahun
2003, UU Keuangan Negara disahkan Untuk mengatur keuangan negara.
Perbendaharaan negara dalam kondisi terbaiknya tahun ini dengan UU No.1
Tahun 2004 tentang keuangan negara, dan menguraikan prosedur dan metode
yang akan digunakan perbendaharaan untuk mengelola keuangannya.
Keputusan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Fiskal Negara.
Semangat reformasi terlihat pada ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan
prinsip-prinsip umum pengelolaan fiskal nasional, memuat best practice
terkait pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tertata dengan sempurna.
Diperkenalkannya prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil atau yang
biasa disebut dengan akuntabilitas kinerja dan kejelasan dalam pengelolaan

keuangan nasional merupakan yang berpengaruh besar terhadap perubahan.

Dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah dan tanggung jawab
keuangan sejak tahun 2003 Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah yang telah menumbuhkan aplikasi SIMDA hingga

berkembang.

Adapun tujuan untuk mengembangkan Aplikasi SIMDA yaitu :

1. Menggunakan sistem informasi keuangan untuk mengelola informasi yang

memadai dalam membantu proses pembangunan di pemerintah daerah.
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. Aplikasi SIMDA telah berkembang dan digunakan untuk semua pemda
sehingga tidak diperlukan lagi untuk pengembangan aplikasi yang sama

dengan relatif tingginnya sumber daya yang ada.

. Adanya database yang berisi tentang keadaan daerah baik dari segi kinerja
daerah, keuangan, asset daerah, dan aparat pelayanan publik yang bisa

menilai instansi pemerintah daerah dalam system kinerjanya.

. Mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat kepada manajemen
pemerintah daerah yang bisa digunakan untuk bahan mengambil

keputusan setiap yang berwewenang.

. Menyiapkan apparat daerah agar tercapainya penggunaan teknologi

informasi yang lebih baik dan unggul.

6. Mempertahankan instansi pemerintah daerah untuk melakukan

kinerja otonomi daerah.

Aplikasi SIMDA keuangan telah diperbarui dengan versi 2.9.0.0 pada

bulan Mei 2020 untuk membantu pelaksanaan PEMENDAGRI Nomor : 20

Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan

PEMENDAGRI Nomor :90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Ada beberapa klasifikasi didalam aplikasi SIMDA diantaranya sebagai

berikut:

. Perencanaan
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Perencanaan dalam aplikasi SIMDA seperti rencana penyediaan barang
daerah, rencana pemeliharaan barang daerah, dan daftar kebutuhan barang

dan pemeliharaan.

2. Pengadaan

Pengadaan dalam aplikasi SIMDA seperti daftar hasil pemeliharaan

barang, daftar kontrak pengadaan, dan daftar hasil pengadaan

3. Penatausahaan

Penatausahaan dalam aplikasi SIMDA seperti kartu investasi ruangan
(KIR), buku investasi (BI), rekap hasil sensus, kartu investasi barang

(KIB), dan label barang.

4. Penghapuan

Penghapusan dalam aplikasi SIMDA  seperti Surat keterangan

penghapusan,lampiran,dan daftar barang yang telah dihapus.

5. Akuntansi

Akuntansi dalam aplikasi SIMDA seperti daftar Barang yang masuk
Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra Comptable, Lampiran
Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang

Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

Aplikasi SIMDA BMD telah rilis versi 2.0.7.11R6 pada bulan Mei 2020
untuk menyempurnakan Perkembangan Program yang merupakan perbaikan rilis

sebelumnya dengan pengembangan Sesuai Aturan terkini atas Barang Milik
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Daerah. Aplikasi SP2D Online merupakan suatu layanan perbankan guna
memperlancar proses pencairan SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD ) ke rekening tujuan (rekening SKPD dan pihak ketiga) di Bank dengan
kinerja secara real time online. SP2D Online membantu proses pembuatan
ID Billing Pajak dan Penyetoran Pajak ke Kas Negara secara cepat untuk
mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sehingga
dimudahkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran melalui mekanisme

Transaksi Non Tunai (TNT).

Aplikasi SIMDA telah dirilis pada 440 Pemerintah Daerah yang ada dan

selesai dari tanggal 30 Juni 2020 yang terdiri dari :

Jenis

No Implementasi

Jumlah pemda|

1 |SIMDA Keuangan| 394 Pemda

2 [SIMDA BMD 403 Pemda

3 |SIMDA Gaji 51 Pemda
SIMDA

4 Pendapatan 169 Pemda

5 [SIMDA Integrated| 196 Pemda

6 Eashboard 5 Pemnda
euangan
7 |Koneksi CMS 225 Pemda
Pemda Pengguna 440 Pemda

SIMDA

Sumber Gambar : https://www.bppkpd.com/simda/

Tabel 2.1 Jumlah Implementasi Pemerintah Daerah
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2.6 SIPD
2.6.1 Pengertian SIPD

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ini,didasari oleh lemahnya
data data yang kurang bermanfaat yang sudah berjalan dan adanya temuan data
data pembangunan daerah yang tidak lengkap dan sudah tersebar di masing-
masing SKPD yang tidak diperbarui secara berkala. Dengan adanya Akun
User,menginput Anggaran Kas sudah dilakukan dengan mudah dengan akses
Aplikasi SIPD dengan melihat Langkah pengisian nya pada masing masing OPD
dengan menggunakan SIPD.Adanya kegiatan ini menindaklanjuti Surat Perintah
Sekretaris Daerah kota Bekasi Nomor : 0800/1191-BPKAD.Perben tanggal 22
Februari 2021 untuk melaksanakan Penginputan Rancangan Anggaran Kas
melalui Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Jabatan yang memiliki fungsi
seperti unit perencanaan pemerintah yaitu BAPPEDA yang mengalami hambatan
pada saat pengumpulan dokumen yang penting untuk penyusunan perencanaan
untuk pembangunan daerah yang lemah karena koordinasi antara Bappeda dan
SKPD di daerah. Kebijakan dalam bentuk sebuah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 Tahun 2014 yang menerangkan tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) yang dibuat sebagai acuan pemerintah daerah
sebagai sistem pelaksanaan kinerjanya. Berdasarkan Permendagri nomor 8 Tahun
2014, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan system untuk
membuat dokumentasi, administrasi, dan mengolah data pembangunan daerah

untuk dijadikan sebuah informasi yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai

21



bahan untuk mengambil keputusan tentang kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi pada kinerja pemerintah daerah.

Sumber Gambar : Apliksi SIPD

Gambar 2.2 Tampilan Aplikasi SIPD

SIPD memiliki fungsi lain yang membuat masyarakat bisa mengevaluasi
kinerja pemerintah secara langsung dengan adanya suatu program pembangunan
dan pencapaian pembangunan yang sudah berjalan sesusi dengan kinerja tim
pengelola SIPD Nasional yang diketuai oleh Sekertaris Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah kepada Bappeda di provinsikota,atau kabupaten masing-
masing pemerintahan yang dapat menampilkan SIPD dengan menggunakan portal

media apliksi akuntabilitas public yang tersedia.

2.7 Pengertian Retur SP2D

Retur SP2D merupakan Prosedur Penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana
yang disebabkan oleh penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan atau
transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada bank pengirim berdasarkan

dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018. Sederhananya

22



SP2D tersebut sudah terbit akan tetapi uang yang dikirim tidak masuk ke rekening
si penerima karena terjadinya suatu masalah. Hal ini berdasarkan pembukuan data
transaksi penerimaan dana Retur SP2D melalui SIMDA, KPPN menyampaikan
bahwa Surat Pemberitahuan Retur SP2D kepada KPA atau Satker dengan
dilampirkan Daftar Retur SP2D dengan waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja
berikutnya. Prosesnya mulai dari pendaftaran Data Supplier, penerbitan SPP-
Retur dan SPM-Retur sampai dengan penerbitan SP2D Retur (SP2D-R) yaitu
dilakukan di KPPN. Retur biasanya terjadi karena beberapa hal di antaranya
nomor rekening salah, nama rekening salah, rekening tidak aktif/tutup/pasif, dan
nama bank penerima salah, Oleh karena itu, sebelum mengajukan SPM ke KPPN

pastikan semua datanya sudah benar semua.
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BAB III
ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Singkat BPKAD Kab.Bekasi

Otoritas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi
didirikan berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja
Otoritas Pengelola Aset Keuangan Daerah Kota Bekasi. Berdasarkan ketentuan
tersebut, otoritas Pengelola Aset Keuangan Daerah Kota Bekasi berada di bawah
Walikota melalui Sekretaris Jenderal Daerah dan kepada unsur Walikota yang
mendukung penyelenggaraan pemerintahan di bawah kewenangan daerah yang
dipimpin oleh kepala instansi yang bertanggung jawab. Kepala badan berfungsi
sebagai PPKD, BUD dan wakil direktur bidang keuangan. Badan keuangan dan
aset daerah bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penunjang

urusan negara yang merupakan kewenangan daerah di bidang keuangan.

Lembaga Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bekasi melaksanakan

tugas sebagai berikut:

a. Pengembangan strategi khusus pada bidang pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah.

b. Melakukan kewajiban perlindungan khusus dibidang keuangan dan aset.
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penunjang teknis di

bidang keuangan dan aset daerah.

24



d. Memberikan bimbingan khusus pelaksanaan kewajiban dalam urusan

pemerintahan daerah di bidang keuangan dan kekayaan daerah. Misalnya
melaksanakan kewajiban lain yang telah diberi kepada Walikota sesuai

tanggung jawab dan kewajibannya.

Berdasarkan Tipelogi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu

tergolong ke dalam Tipe A yang terdiri dari satu kepala badan, satu sekertariat,

dan ada4 (empat) bidang yaitu sebagai berikut :

1.

Kepala Badan

Kepala Badan yaitu memiliki tanggung jawab untuk membantu Walikota
dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kebijakan khusus
dan melaksanakan fungsi untuk menunjang urusan pemerintah agar
menjadi kewenangan badan meliputi bidang anggaran, akuntansi,
perbendaharaan, dan aset untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
Sekertariat

Sekertariat yaitu memiliki tanggung jawab kepada Kepala Badan dalam
upaya mengkoordinasikan pelayanan khusus administratif sebagai
kegiatan tatausaha yang meliputi kepegawaian serta keuangan dan
perencanaan umum.

Bidang Anggaran

Bidang Anggaran yaitu memiliki tugas membantu Kepala Badan untuk
membuat kebijakan,mengkoordinasikan penyusunan, belanja daerah, dan

evaluasi pendapatan.
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4. Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan yaitu memiliki tanggung jawab membantu Kepala
badan dalam mengendalikan dalam memimpin dan mengkoordinasikan
susunan kebijakan khusus dan kewenangan pemerintah yang meliputi
pengelolaan kas daerah, penatausahaan gaji dan belanja daerah agar
mencapai kinerja khusus dalam bidangnya

5. Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi yaitu memiliki tanggung jawab membantu Kepala
Badan dalam mengendalikan, memimpin, dan mengkoordinasikan susunan
kebijakan khusus untuk menjadi kebijakan dan informasi akuntansi
pemerintah daerah, evaluasi pelaporan ,penyusunan laporan tugas
anggaran untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya.

6. Bidang Aset
Bidang Aset yaitu memiliki tanggung jawab untuk membantu Kepala
Badan dalam mengendalikan, memimpin, dan mengkoordinasikan susunan
kebijakan khusus dan pelaksanaan kewenangan badan pemerintah yang
meliputi penatausahaan aset, pemanfaatan aset daerah pengamanan dan

penghapusan aset untuk mencapai pelaksanaan khusus pada bidangnya.

3.1.2 Visi dan Mist BPKAD Kab.Bekasi
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam

menjalankan kegiatan operasionalnya memiliki visi dan misi sebagai berikut :
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Visi
Sesuai Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Bekasi Tahun 2013-2018,
visi BPKAD adalah “Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah yang Akuntabel

Menuju Opini Laporan Keuangan WTP”.

Misi

1. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan

Profesional

2. Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.1.3 Budaya Badan BPKAD Kab.Bekasi
I. Sesuai dengan Budaya Kerja di pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu
Berdaya saing, Sinergis, Inovatif, Hebat atau yang disingkat *
BERSIH”
2. Sesuai dengan Budaya Kerja “ BERSIH” terdapat pada ayat (1) yang
mempunyai arti sebagai berikut :

a. Berdaya saing yaitu sikap dan perilaku yang memiliki
keunggulan komparatif yang mampu menjawab berbagai
tantangan regional maupun global

b. Sinergis yaitu senantiasa membangun dan memastikan

Kerjasama yang produktif dan harmonis antar sesama pegawai

dengan tujuan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas
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c. Semangat yaitu sikap dan perilaku pegawai dalam
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,cepat dan
produktif

d. Inovatif yaitu mencurahkan segala kemampuan dari dalam
berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi sendiri dan
masyarakat

e. Hebat yaitu sikap dan perilaku pegawai yang taat pada

peraturan,penuh pengabdian,professional,dan berintegritas

Sesuai dengan penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja,Pimpinan

Perangkat Daerah /Unit Kerja berperan sebagai panutan atau role model.

3.1.4 Struktur Organisasi BPKAD Kab.Bekasi

STRUKTUR ORGANISASI _
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Drs. NADIH ARIFIN, M.Si
KOTA BEKASI Pembina Utama Muda / IV ¢
TAHUN 2021 NIP. 19701005 199101 1 002

Pembina Tk. | / IV b
NIP. 19691023 198903 2 004

DEWIRATNASARI, S.50s. MA
Penata TK. |/ Il d
NIP. 19790712 199803 2 001

PGHH /v
NIP 19641011 |993n2 1001

(W
T . Pﬂ\a!u Tk I/lld

NIP. 19680428 200701 1 010
E—
INDRAWATY GITA, 5.STP. M.A é Dra. 'rnlA nusT M.Pd
Pembina / IV a P
NIP. 19820824 200012 2 001 NIP. 156406201968032004

—_—J

S e =
A
- 4

Pembina/IVa
NIP. 19710517 1999012 001

ﬂ TOPIK AJI MULYA, S.Sos
Pembina [ IV &

NIP. 19781212 200501 1 008 ;L, 2 NIP. 19650829 198503 2 001
el ' e

HESTI WIDIASTUTI, SE.M.Ak

‘embina /I
NIP. 19750613 1989032 003

ANING SETYANINGRUM, S.IP - SITI FARIDA, SE..MM
Penata Tk. /Il d Penata Tk. | /Il d

NIP 16750525 200212 2 008 & NIP. 19730331 200701 2007

Drs. ASEPUDIN, M.Si
Pembina IV a
NIP. 18631203 200312 1 001

RINI DESMIATI, SE..M.Ak
Pembina/IVa
NIP. 19741228 200012 2 001

TAUFIK, SH AMBAR NURWIDHA, S.E.M.Si
Penata Tk, | /1l d Penata Tk I /1l d
NIP: 19660918 200604 1 004 NIP. 18720508 1995032 003

PunalaTk 1/1Ild
NIP. 19680910 200604 1 007

Penata Tk. |/ lild
NIP. 13800508 200604 1 018

— g ELISABETH KALALO, SE — TAUFIQ, SE.M.Si DENDI SAMDIONO, SE
Penata /lll ¢ Pembina/ IV a Penata Tk. |/ llld
NIP. 1984107 200804 2 010 NIP_ 19660615 198803 1015

Sumber : BPKAD Kab.Bekasi

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BPKAD Kab.Bekasi
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3.1.5 Jenis — jenis Pencairan Dana di BPKAD Kab,Bekasi

1. Uang Persediaan (UP)

Istilah Uang Persediaan (UP) merupakan uang yang diberikan kepada Kepala
SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD. Jadi jika diakuntansi umum kita mengenalnya
sebagai kas kecil, dan untuk kas besarnya yaitu Kas di BUD. Uang persediaan ini
nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD

pada kegiatan operasional sehari-hari.

2. Ganti Uang (GU)

Istilah Ganti Uang adalah uang yang berfungsi sebagai pengeluaran kas pengganti

uang persediaan yang telah dipakai pada bendahara pengeluaran .

3. Tambah Uang (TU)

Istilah Tambah Uang adalah Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan Uang

Persediaan tidak mencukupi maka SKPD boleh memnita tambahan uang.

4. Pembayaran Langsung LS

Istilah ini adalah pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas

Bendahara Umum Daerah (BUD) secara langsung.
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3.2 Data Khusus

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan No. KEP-
66/PB/2013 tanggal 8 April 2013 yang artinya Standar Prosedur Operasi/Standard
Operating Procedures (SOP) pada pencairan dana SP2D terhadap Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu sebagai berikut:

1. Estimasi waktu lamanya Penerbitan SP2D LS non gaji yaitu satu jam
setelah Arsip Data Komputer (ADK) pada Surat Perintah Membayar
(SPM) diterima.

2. Estimasi waktu lamanya Penerbitan SP2D LS/UP/TU/GU yaitu satu jam
setelah ADK SPM diterima.

3. Estimasi waktu lamanya gaji induk, uang duka wafat, terusan penghasilan
gaji, dan uang muka gaji yaitu dengan waktu lima hari kerja sebelum
tanggal pembayaran gaji.

4. Uang tambahan persediaan diminta satu hari setelah terjadi penolakan atau
persetujuan.

5. Pada penyampaian data pengawasan kontrak akan diupload dalam aplikasi

SP2D KPPN setelah satu jam proses tersebut dilakukan.

Pihak — pihak yang terkait dalam kegiatan Penerbitan SP2D antara lain :

1. Bendahara pengeluaran,yangbertugas sebagai bendahara pengeluaran.

2. Pejabat penatausahaan keuangan,yang bertugas sebagai pejabat
penatausahaan keuangan.

3. Pengguna anggaran, yang bertugas sebagai pengguna anggaran.

Bendahara umum daerah,yang bertugas sebagai bendahara umum daerah.
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ftp://ftp1.djpb.kemenkeu.go.id/peraturan/kepdirjen/2013/kep_66_pb_2013.pdf
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ftp://ftp1.djpb.kemenkeu.go.id/peraturan/kepdirjen/2013/kep_66_pb_2013.pdf

3.2.1 Prosedur SP2D secara manual
Kantor BPKAD Kabupaten Bekasi Sebelum adanya proses pencairan dana
SP2D secara online, proses yang dilakukan yaitu secara manual. Dalam alur

kegiatannya yaitu sebagai berikut :

1. Pihak dari SKPD mengajukan dokumen yang sesuai dengan syarat yang
telah di tentukan.

2. Kelengkapan dokumen akan dicek oleh bendahara keuangan.

3. Setelah itu dilanjutkan dengan pengartuan untuk menuliskan besarnya
anggaran yang diajukan dari setiap perangkat daerah untuk dituliskan
dalam buku anggarang yang sudah tersedia dengan jangka waktu satu
tahun yang sedang berjalan.

4. Kemudian selanjutnya proses penomoran SPM yang sudah tersedia dibuku
yang telah dibuat oleh bidang perbendaharaan sesuai dengan format yang
dibutuhkan.

5. Dilanjutkan dengan proses pencetakan dokumen SP2D.

6. Dokumen yang sudah di print kemudian dilakukan penanda tanganan oleh
kepala bidang perbendaharaan dan wakilnya.

7. Setelah penyetempelan dokumen akan dilakukan pencatatan nomor SP2D
dari setiap perangkat daerah yang telah mengajukan pencairan dana,

8 Setelah selesai semua proses pencatatan, buku SP2D dibawa ke pihak
Bank yang menangani proses tersebut. Dari kantor Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi sendiri menggunakan bank
BJB untuk proses pecairan dana tersebut.

9. Selanjutnya menunggu dokumen untuk disetujui terlebih dahulu dari pihak
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bank, jika sudah disetujui dana akan segera turun dan proses selesai.

3.2.2 Prosedur SP2D dengan Fitur Aplikasi SIMDA Dan SIPD
1. Bendahara Pengeluaran menerima bukti pembayaran.

2. Bendahara membuat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan bukti
pembayaran.

3. Bendahara pengeluaran menyerahkan SPP dan bukti pembayaran kepada
PPK untuk diverifikasi.

4. PPK memeriksa dukumen SPP dan mengisi lembar kelengkapan dokumen.

5. PPK menerbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) setelah
dokumen yang diajukan dinyatakan lengkap.

6. PPK membuat surat pernyataan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan

Surat Perintah Membayar (SPM).

PENGECEKAN (CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN
SPM LS TAHUN ANGGARAN 2022

Scanned by TapScanner

Sumber : BPKAD Kab.Bekasi

Gambar 3.2 Pengecekan Kelengkapan Dokumen SPM LS
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7.

10.

11.

Pengguna Anggaran melakukan pengujian atas dokumen pembayaran dan
melakukan otorisasi pada dokumen yang diserahkan oleh PPK.

Dokumen SPM dan surat pernyataan yang sudah diotorisasi oleh PA
(pengguna anggarann) diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk
diproses menjadi SP2D.

Dokumen SPM diserahkan kepada petugas bendahara umum daerah untuk
diregistrasi dan diteliti kelengkapannya untuk dibuatkan draft SP2D.
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Kepala Sub Bidang Kas Daerah
selaku kuasa dari bendahara daerah akan memeriksa dokumen dan
melakukan otorisasi pada SP2D saat dokumen dinyatakan lengkap.

Setelah dokumen tersebut sudah lengkap, selanjutnya yaitu dicetak
beberapa lembar pada dokumen rangkap, kemudian akan di pilah yang
warna merah sebagian untuk diajukan ke pihak bank, dan kertas yang
berwarna putih untuk arsip kantor.

Contoh gambar dokumennya seperti dibawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DAFTAR PENGUJI

B

Sumber : BPKAD Kab.Bekasi
Gambar 3.3 Surat daftar Penguji
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= - 1
| m PEMERINTAH KABUPATEN BEKAS!
b SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA |

amisahan enghas dan Tunjangan Har) Rays Tshan Anggaran 2022 0
Karys Dan Tata Ruang

TRAAR

szt
28101 12500 ‘
seramsise

AT AT T % o

BADAN PENGELU KEUA#R

KABUPATEN BEKA
Sumber : BPKAD Kab.Bekasi

Gambar 3.4 Surat Perintah Pencairan Dana

12. Selanjutnya membuka website Google untuk proses verifikasi menggunakan
aplikasi SIMDA dan SIPD. Setelah itu memasukan Username dan Password untuk

memilih tahun anggaran yang akan di input, misalnya tahun 2022
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Pemerintah Kabupaten
Bekasi

& 0 Tune here o search “o o0 2 @€ m = 0d G 325 Berawan ~ G @ AWE Mo 00 B

Sumber : Aplikasi SIMDA
Gambar 3.5 Halaman Awal Plikasi SIMDA

€ = C @ oeaskafmisid LR N I

Sumber : Aplikasi SIMDA
Gambar 3.6 Tampilan untuk Log in Aplikasi SIMDA

13. Setelah masuk ke halaman pertama , kemudian langsung diarahkan pada
halaman Dashboard dari Flexible Manufacturing System (FMS) Kota
tersebut, dan untuk melakukan kegiatan pembuatan dokumen SP2D
caranya harus klik sebelah kiri yaitu Penatausahaan — Pilih SKPKD —

Kemudian BUD — Dan klik SP2D.
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Pk ¢ | @ o X | @ Feme x| i % | @ ko x | @res x| sk [@omx @smix 4 EE T
o % r w0

tah Kabupaten Bekasi - wanun @

Total Anggaran Total Realisasi . Sisa Anggaran
Rp 6.464.956.385.54900 $

S 0 €= w0d 6 WCheamn A D@ EWE w0 W

Sumber : Aplikasi SIMDA
Gambar 3.7 Tampilan Awal Setelah Log in

14. Setelah itu akan ada tampilan halaman SPM dimana terdapat beberapa SPM
yang telah masuk pada aplikasi FMS tersebut. SPM yang sudah masuk dalam
aplikasi tersebut berarti sudah dinyatakan lengkap memenuhi syarat dan siap
untuk dibuat SP2D.

Langkahnya sebagai berikut : ketik Nomor SPM di kolom Search — Cari —
akan muncul SPM yang dicari — kalau sudah muncul seperti di gambar klik

kotak warna hijau yaitu Buat DP2D.

[ st x| @ web x | @ aaw x| [ baw x | @ A x | @ em x | [ Has x | 8 kow x | W bes x| osexrox |G x @ smx 4 v - 8 x
- C @ bekasikabfmisid/penatausshaan/skpkd/bud/spd e 0L

Pemerintah Kabupaten Bekasi W anggean 2022 Kuasa 8uD (@)

# Home | Penatausahaan / SKPKD | BUD [ 3920

sP2D

0

oISPM: 202207
SIDPAKPPIZOZZ 29

509/5PM 202207

LS/DPRKFF/2022

S0B/SFM- 20224
S/DPRKPR/2022

SIDPRKPPI20ZZ 29

o €m = 0 @G C Beawan A B @ AW ED D6 08 W

Sumber : Aplikasi SIMDA

Gambar 3.8 Menu SPM
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15. Selanjutnya mengisi semua data yang diperintahkan jika sudah lengkap
lalu klik simpan dan akan muncul di halaman awal sebagai draft kemudian

klik tanda panah hijau untuk memfinalkan dokumen.

e x| @ wen x| @ aiar x| [ res x| @ e x| @vemox | [rew x| B rem x| e x| srx |[@owox @owox 4 v - 8 x
€ @ @ bekasikabfmis.id/penatausshaan/skpkd/bud/sp2d Bed 0L
No $P2D

Pilih Penandatangan

T9i5P20 20p07 12022 ]

Keterangan PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JL PERIUANGAN 1
PERUM BABELAN INDAH RT 001 W 008 KELURAHAN
KEBALEN

Bank Pembayar Bl Bank

Nama Q

Penandatangan
NIP Penandatangan

Jabatan
Penandatangan

NPWP BUD PARAMETER BELUM DiSi!

m
na

W O Typehere 1o searcn Lo o @R - 0 WG 32 Berawon A G @ @WED 6 08 B

Sumber : Aplikasi SIMDA
Gambar 3.9 Pengisian data SPM

L T P e & 0P

Anda yakin akan memfinalkan
Dokumen ini?

sLatud! Pastikan data 1elah divenfis
ﬂ

Sumber : Aplikasi SIMDA

Gambar 3.10 Verifikasi Dokumen SPM
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16. SP2D yang telah final,otomatis tidak akan muncul di menu SPM lagi

tetapi akan muncul dimenu DP2D terbit disebelahnya.

B o x | @ wes x | @ Alae x| [ Hasi x | @ Abe x | @ Peme x | [ Hosi x | 83 Kom x | [ Hes x e x | [ oA x| @ smex |+ ~ - 8 x
€ C @ bekasikab.fmis.id/penatausahaan/skpkd/bud/sp2d B a »0 £
Pemerintah Kabupaten Bekasi - i .

o SKPKD / BUD [ 5920

sP2D

ombaara
22 O Typehere to search o O B € m - 0 W G 32°C Berawan A 8 @

Sumber : Aplikasi SIMDA
Gambar 3.11 Tampilan Menu SP2D

17. Selanjutnya klik cetak pada kotak abu-abu disebelah kiri dengan tampilan
dokumen SP2D yang telah dibuat, setelah itu cek Kembali apakah hasil

anggaran yang tertera sama dengan dokumen yang ada di SIPD.

D aadr - Gosgle Crrome - O X Bwx|+

@ bekasikab.mis id/penataus shaanskpka/bUY/5p20/printsp 23/ BBr q Y

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

W9 Tpetere s S o Eem - 0@ GU we A GQUE M g, B

Sumber : Aplikasi SIMDA

Gambar 3.12 Pencetakan Surat SP2D

38



18. Langkah terakhir pada aplikasi SIMDA yaitu dokumen SP2D yang sudah
bisa diprint dengan cara mendownload terlebih dahulu, setelah itu klik
print. Proses pembuatan SP2D sudah selesai dan dilanjutkan dengan

memverifikasi pada aplikasi SIPD.

o
Ty

EEO>T §

Welcome to SIPD,
Always glad to see you again!

A ©G¢ Ve 800 oB

Sumber : Aplikasi SIPD

Gambar 3.13 Tampilan untuk Log in Aplikasi SIPD

19. Kemudian melakukan verifikasi dokumen SP2D yang telah selesai dibuat
dengan cara mencocokan hasil akhir dokumen SP2D pada aplikasi SIPD.

Setelah verifikasi selesai dan sesuai hasilnya akan seperti dibawah ini :
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[

o
o
@
SP2D Diverifikasi
@®
Tanggal Jenis
g No No 5PZD Verifikesi sP2D Nilai 5P2D Nema SKPD. Stotus Aksi

Sumber : Aplikasi SIPD

Gambar 3.14 Hasil akhir setelah verifiksi pada SIPD

20. Proses pembuatan SP2D sudah selesai pada aplikasi SIMDA dan SIPD ,

kemudian klik log out untuk kembali ke halaman awal.

Ere x| @ weo x| @ st x |[ Hosi x | @ sam x | @ Pomex | [ Hae® x | B Kamy x | [ Hosi x st x | QB GAM x B Mt x | 4 v - o x
€ 3 € @ bekaskabimisid/dashboard e d MO P
= Pemerintah Kabupaten Bekasi e snggaran 2022 wusse oo @)
Dashboard P | Doshboord
> Total Anggaran Total Realisasi e Sisa Anggaran
W Rp6.464.956.385549,00 ’

L SRR

Realisasi Penerapan Anggaran

G - (1] o G 2C berawan ~ B @ @ 9 MG, 08 B

Sumber : Aplikasi SIMDA
Gambar 3.15 Kembali Ke Tampilan Awal Aplikasi

B O Typehere 1o searcn o | O
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3.2.3 Retur SP2D

Retur biasanya terjadikarena beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Nomor Rekening salah.

2. Nama Rekening salah.

3. Rekening tidak aktif/tutup/pasif.

4. Nama Bank penerima salah.

Retur memiliki dampak sebagai berikut :

1.

Pihak penerima tidak mendapatkan hak pembayaran secara tepat waktu
Akibat retur SP2D pada tahun 2021 di KPPN Bekasi | terdapat 487
transaksi yang pembayarannya tertunda dengan total nilai sebesar Rp.27,6
miliar. Apabila pihak penerima tidak mendapaat intruksi pembayaran tepat
waktu, seperti terlambatnya pembayaran gaji atau tunjangan, maka
pembayaran tagihan-tagihan rumah tangga menjadi tertunda misalnya
tertundanya pembayaran tagihan listrik dan tagihan air.

Keterlambatan Pencairan Dana

Akibat terjadi keterlambatan pencairan dana maka hal ini dapat membuat
operasional satuan kerja menjadi terhambat sehingga pekerjaan menjadi
tertunda.

Inefisiensi biaya dan waktu

Apabila terjadi retur SP2D maka satuan kerja harus melakukan perbaikan
supplier, kemudian menyampaikan ralat atau perbaikan data rekening

kepada KPPN. Hal ini tentu menyita waktu dan biaya.

4. Kurang optimalnya pencapaian output pada satuan kerja
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Apabila terjadi retur SP2D maka dalam Laporan Realisasi Anggaran,dana
tersebut telah masuk dalam penyerapan anggaran dan mengurangi DIPA
satker, tetapi apabila dilihat dari output pekerjaan, dana tersebut belum benar-
benar tersalurkan.

Terjadinya Kas Menganggur atau idle cash

Retur SP2D mengakibatkan dana tidak dapat tersalurkan ke rekening
penerima sampai satuan kerja yang bersangkutan melakukan perbaikan data
sehingga akan terdapat dana yang mengendap.

Menambah Pekerjaan pada SKPD dan KPPN

Ketika terjadi retur, satuan kerja harus melakukan perbaikan data dan

menyiapkan segala dokum yang diperlukanuntuk proses penyelesaian retur
dan KPPN harus mengulang penyelesaian SPM dari awal.

Cara menyelesaikan dana Retur SP2D yang telah dibukukan di
rekening retur dapat dilakukan sebagai berikut :
1. Pembayaran Kembali ke rekening penerima sesuai dengan

permintaan kuasa PA atau satker

42



2. Penyetoran ke kas Negara

Cara Pembayaran Kembali Dana SP2D sebagai berikut :

a. KPPN melakukan monitoring retur SP2D di SIMDA dan SIPD

b. KPPN menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D kepada kuasa
PA atau Satker dengan dilampiri daftar retur SP2D.

c. Kuasa PA atau Satker melakukan perbaikan data supplier atau data
kontrak pada aplikasi Satker.

d. Kuasa PA atau Satker menyampaikan surat ralat atau

perbaikan rekening ke KPPN setelah melakukan perbaikan data
supplier dan data kontrak (maksimal 10 hari kerja dengan syarat

SPTIM disertai matrai ).

Dari semua rangkaian prosedur di atas, Meskipun Aplikasi SIMDA sudah ada
sejak tahun 2003 namun Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Bekasi ternyata baru menggunakan prosedur pencairan dana SP2D
online sepenuhnya pada tahun 2022 dengan alasan karena adanya keterbatasan
terhadap SDM, ada beberapa faktor penyebabnya salah satunya yaitu pengaruh
usia yang sudah tidak muda lagi dan belum terbiasa menggunakan teknologi
digital dalam bekerja. Akan tetapi ditahun 2022, BPKAD memutuskan untuk
menggunakan semua basis digital yang sudah tersedia dengan sistem bagi tugas
antar pegawai untuk memegang setiap sub kinerja di aplikasi tersebut. Setelah
beberapa bulan berada dimasa percobaan pada akhirnya sampai sekarang sudah
terbiasa dengan menggunakan aplikasi tersebut dan tidak ditemukan lagi adanya
hambatan dalam kinerja menggunakan aplikasi tersebut dan sudah sesuai dengan

prosedur pencairan dana SP2D terhadap pencairan dana pada SKPD.
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Berikut beberapa kelebiham SP2D online yaitu :

1. Kewenangan BUD cukup untuk membayar pajak melalui sistem elektronik
yang terintegrasi antara sistem keuangan pemerintah daerah, sistem perbankan,
akuntansi pajak dan sistem penerimaan negara. Jadi perangakt daerah tidak perlu
datang ke loket untuk mengajukan pajak atas potongan pengeluaran lokal.

2. Pembayaran pajak terjadi beriringan dengan pencairan dana atau pembentukan
kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak juga dapat ditangani dengan cepat.

3. Sistem pengurangan pajak pengeluaran daerah setara dengan menggunakan

saluran internet banking sistem manajemen kas B. MPN G3.
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BABIV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur pencairan dana SP2D

yang telah menggunakan aplikasi baru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

Implementasi Kinerja pada Prosedur Pencairan Dana DP2D dengan
menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD sudah sesuai dengan peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta
berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 196-226 pada Pencairan dana SP2D Online atau Offline.
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi sudah
sepenuhnya menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD pada bulan februari tahun
2022. Verifikasi dokumen SPM sampai penerbitan dokumen SP2D yang
sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang sudah sepenuhnya menggunakan
basis aplikasi yang sudah tersedia sejak tahun 2003 yang sempat direalisasikan
namun belum maksimal. Tetapi saat ini semua kinerja telah dimaksimalkan
dengan menggunakan semua basis aplikasi yang sekaligus pencapaian kinerja dari
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dievaluasi secara

langsung menggunakan aplikasi SIPD.
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4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi mengenai Proses Pelayanan pencairan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan melihat permasalahan yang terjadi, maka

dari itu peneliti menyarankan:

L.

Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah (BPKAD) diharapkan agar lebih teliti dalam proses
pengajuan dan penerbitan surat SP2D sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan baik dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia ataupun
penulisan secara manual untuk menghidari terjadinya salah input data pada
dokumen, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses pencairan
dana tersebut.

Pimpinan bidang perbendaharaan senantiasa harus selalu melakukan
pengawasan secara rutin dalam upaya untuk meningkatkan kinerja
pelayanan yang lebih baik sesuai dengan yang telah ditugaskan kepada
Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), sehingga risiko kesalahan dalam
upaya pencetakan SP2D dan penulisan atau penomoran tidak terjadi

kesalahan yang berulang.
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LAMPIRAN

1. LAMPIRAN SURAT KETERANGAN MAGANG

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Komplek Pemda Kabupaten Bekasi
1. Ds.Sukaresmi, Kec. Cikarang Pusat-Bekasi Telp +622189970375 Fax +622189370375
E-mail : bekasibpkd@gmail.com

SURAT KETERANGAN
MNomor - Kp. 10/1165/BPEKAD

Yang bertanda tangan dibawah mi -

Nama . Ida Sadiah, S.IP . M.S1
NIP < 19650 01 198408 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan

Menerangkan bahwa -

Nama : Eva Khuryatun Nadziva
NIM 19212082
Jurusan : Akuntansi

Telah melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Pengelolaan Keuanpan Dan Aset
Daerah Kabupaten Bekasi mulai dari tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 10 Juni 2022,

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan
sebapgaimana mestinya

Bekasi, 10 Juni 2022
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2. Lampiran SPM LS

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)
Tahun Anggaran : 2022 No SPM : 519/SPM-LS/IDPRKPPIZ02Z
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI gan -
Supaya menerbitkan SP20 kepada : KODE URAIAN JUMLAH (Rp.}
SKPD / Unit Kera DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN S 1.0505 0003 | Penerimaan PEF - PPR Pasal 4 (2) Jasa Kenstrohst T28.130,00
_P-ERTANAH&N g (D26651248274140)
©.1.1.06.01.0001 PFK - PPN APBD 19.788.247,00
(D26651247012087)
Bendahara | Pihak Ketiga *) RIZZA PERDANA CV Jumiah 22.936.377.00
Informasi ( tidak mengurangi jumiah pembayaran SPM)
Mo. Rekening Bank KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp.)
Mama Bank Jurnlah 1
NPWP 74.082 257 2-413.000 SPM yang Dibayarkan
Dasar Pambayaran TO0USPDITA IVDPRIKPPIZ022 urnlah yarg Dima I 188.661.400.00]
Jumish Potangan 22 936, 3’."THD|
Untuk Keperluan - Peningkatan Jalan Lingkungan KP_ PO desa bojong manggu Desa | ——2miah yang Dibayarkan - . : 1 = ‘75'7"5‘023:‘:‘]
i ok s Uang Sejumish Seratus fujuh puluh enam juts fujuh s ampat pulaf kma b dus puloh g
rupiaf
Pembebanan pada Kode Rekening
URAIAN JUMLAH (Rp.)
‘Belarya Barang uniuk DjualDiserahkan kepada D6.681.400,00
Jumiah 199.681.400,00
Cikarang Pusat, 29 Juli 2022
PENGGUNA / RAN
Jumiah SPP yang diminta Rp.  199.681.400,00
Seralus sembilan pulih sambilan jufa snam ratus delspan poluh satu by
Lt = H. NURCHAIDIR, ST.. MM
MNomeor dan Tanggal SPP : BIWSPP-LSDPRKPPI2022 dan 29 Juli 2022 NIP 19721122 200311 I 1
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

3. Lampiran SPM GU

PEMERINTAH KABEUPATEN BEKASI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)
Tahun 2022 No SPM : 06/SPM/GL-6/DISDUKCAPILI2022
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABLUPATEN BEKASI Potongan - Polongan
Supaya menerbitkan SP20 kepada : WODE REKENING | URALAN [ JuMLAH (Rp.)
SKPD / Unit Kerja DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP dumiah | 0.00
""" o Informasi ( tidak  jurniah pes SPM)
WODE REKENING | URALAN | JUMLAH (Rp.)
Bendahara ¢ Pihak Ketiga *) DiNAS KEPENDUDURKAN DAN PENCATATAN 5 icriaiy 1 L1
SPM yang
riah Dirrers 740 668 265 00
No. Reksning Bank e e I 24!
Nama Bank Jurmiah yarg Dibayarkan | 740 698 265,00
NPWP Uang Sejumiah Dusa ratus empat puiuh sembilan jufs enam rafus sembian puiuh deispan by
Dasar Pembayaran i ratu snam palit: ma rugish
Untuk Keperluan - Gantl Uang Persediaan & Tahun 2022
pada Kode
KODE REKENING URAIAN I JUMLAH (Rp.)
TZ06065 1 20401 0003 | Belargs Perataran Dinas Deem Kot T 780,000 00
Sumitan I 549 688.265,00
Cikarang Pusat, 10 Agustus 2022
PENGGUNA ANGGARAN
Jumiah SPP yang diminta Rp.  249.698.265,00
Dus ratus empat puilh sembilen juts anam ratus sembilan pulh delapan Abu
Ui b e puih s rpis )
Momor dan Tanggal SPP T EEPPIGU- B DISDURCAPILZ022 dan 10 Agustys 2022 N;'ngé‘il_"‘;?'l\;‘;,\l “‘?,'m

SPM ini sah apabila teleh ditandatangani dan distempe! oleh Kepala SKPD
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4. Lampiran SP2D Gaji PNS

PFEMERINTAH KABUPATEN BEFASI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Momor: 72T HEPIDVEERASIKARZEIT

Ko SP - FIWEPN-L S PTH N E S 2 Ciart : BUND ¢ Ry BUD
Targoal = 3 Jull A2 Himaae :
SEPDUnd Kasa - Dinis Kesahalan Tanogal i Aguaius 2022

Tabun Angoeran 3023

Bark Pangem - BANK JSBAR BARNTEN CABANG CIHANANG

Hersaikish mescersn' memesdetbutchen den baik Reka eng Bomor BSMOB00HAT A usng st Bp 5935034, 500 08

TATAH

Ti Liro Furniuban o ity S i

Fenpa da H .8

KT - LAIN SN T 412000

ho Haceremg Bane - BN DIEEI T

Hark Perarns = 140 bk

Feaps fhusn Lintui = Pembayaren Gaji PNS & Dinkas Kk, Bokas Bulan Agusbus 2022

O REKERIRNG | L ALAN JUBNLAH
1 1 0G0 51 10107 0001 | Deskaryn G Pokca PMS % A2 4TI A0 0D
a 120G 510220004 | Beskanjs Tunjsngan Kekorga PHS 437 Bol 304 0D
| 1 0G0 5 1.0 3200 Dadsns Tunjsngan isbsisn PMS 41 RIS 0D
4 1 ALE01 5190340004 | Babenis Tunjangan Fasgrionsd PHS 583 BT 0D
| 1 ALE0. 51001350004 | Bskangs Tunjsngan Fangicnsl Limum FRS 481 EE 000, 0D
] 1 0G0 5. 1.0 8. Dadsnis Tunjsrgan D PMS ATEITL N DD
7 | ALEM. 510 MHA7 0004 | Baskenis Tunjangan PPATunRsngsn s PHS 1368 516 1D
] (ER SR Nl B ] Dalergs Pemoastn Dol FHS B BE DD
k] 1 -20E0H. 5. 10108 Dadurys brnr Jarm nes Eassoess PHE 248417 X DD
L 1 DGO 5 1.0 S0 Daisrgs rar. amnen Kecslskiaar sarp FRS A2 ZEE 3 DD
i1 1 - L0E0H. 54, 504, 59 A Dalsrgs brar Jam naa KsTaian PHE AL AT OD

e | [ R[]

Fouongas-Poooget

HO MERENING LESLALAN JUNLAH
Y TTTITITIE e T T Tt T
Fl Bt 1 £H .23 £XEH FRranrmn S - I %) bean W Fegwe 44 BT 80 DD
i PERF bR Ferarrssn 57 - OF1S Cmahaisn FRS AT ¥ D
4 CERFC TR ] Ferarrmsn FFK - I Seesshas Kaje (E] A2 ZEE 3 DD
3 BLL 104 04 DO Faranrusn PP - Laminsn, Sar s (R0 34,506 87N DD
a Bt 4 CF 04 CNNG Ferarrmsn SFK - PR P 21 Haaavdl 1368 518 0D

Fa{sbai T 4 5 T h i Panan
H.-.HI HAH.TH,

irdcerraal ; fisdak mecgurangi jemish pemtaysran 3730

WO | HMEKERIFG | LBLALAR JUMLAH

SP2D yang Dubayarkan

Jurmimn pang diminis -] [ LR ]

Jurmimn Poxrgan Fp 8332 134T, 00

_Jumish pang Diboyarkan Bp 5110045008

Uisng Sspumiak Lirma o snmibsinn seih Spe gl o i Hpe pukc’ e ot dima e nusish

Lembar 1 : Bank pang Ditujak Cibksrang P, O Agusibus 30073

lembar 2 : Pengguna Anggeran  Kusss Pengguna Anggaran HUASA BEMDAHARE LMUS DAERAH

Lembar 3 - Arsip Kusss BUD

Lembar 4 : Pihak Ketiga ")
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5. Lampiran SP2D TPP

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Nomor: 0825T/SP2ZIVBEKA SIKAB2022
Mo, SPM : O EPM-LETPP/KEC. CIKPUSZ022 Dari :BUD | Kuasa BUD
Tanggal $11 Agustus 2022 HNPWP H
SHPDUnit Kesja  : Kecamatan Cikarang Pusat Tanggal =11 Agustus 2022
Tahun Anggaran @ 2022
Bank Pengirim : BANK JABAR BANTEN CABANG CIKARANG
Hendaklah mencairkan/memindahbuiukan dari baki Rekening Nomor 02800300044 7.8 uang ssbesar Rp 1400841 602,00
(Terbiang Seralus ampal pull juls daidpan ratus ampaf Al b dnan falug dus rupa)
Kepada : KECAMATAN CIKARANG PUSAT
NPWP + 00,120 381.9-413.000
Mo. Rekening Bank : 02E001000ETI1
Bank Penerima : 110 bjb
Keparuan Uinbuk : Pernbayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi PNS Kecamatan Cikarang Pusat
Bulan Juli 2022
RO REKENING URALAN JUMLAH
1 1.2.02.01.51.1.01.09.0004 Eelanja luran Jaminan Kesehalan PHE 3 B41.455,00
2 120201511 02 0. 0004 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNE 55 424075, 00
3 120201511 .02 03.0004 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kordsl Kerja PHNS 30 354 130,000
4 1.2.02.01.5.1.1 0 050004 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kera PHS 58 296, 75, DD
JUBILAH 158 516.458,00/
Potongan-Poatangan:
N0 REKENING URAIAN JUMLAH
1 T11.0101 0001 Fenerimaan PR - TP 1%] luran Wajk Pegawal TG0, 365, 00
2 9.1.1 0307 0004 Penerimaan PFE - BP.US Kesefatan PNS 3 B41.455,00/
3 9.1.1.05.01 0002 Penerimaan PFEC - PPh Pasal 21 Honordl EBTT.TEDLDO
PejababPNESTHLIPoFiFensiun
4 9.1.1.08 .04 000 Penerimaan PP - Korpr ZB4Z2.348,00
5 9.1.1.08 .05 000 Penerimaan PFE - BAINAZ 3 E52.905, M0
JUILAH 4807485700
: (tidak mengurang| jumiah pembay EP20)
wo | REKEHNING | URMALAN JUMLAH
SPID yang Dibayarkan
Jumiah yang diminia Rp 158.916. 452,00
Jumlai Polongan B 18.074 257 00
Jumilah yang Hbaryarkan Rp 180841 502 00
Uang Sajumlah Ssrafus smpat puiuh jots delanan ralus gmpal puluh sahn nby snam matus fos rsah
Lembar 1 - Bank yang Ditujuk Cikarang Pusal, 11 Agustues 2022
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran KUASA BENDAHARS UMUM DAERAH
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar £ : Pihak Ketiga *)
Hij. YAYAH HERLIA, 5.E.
NIP 19750624 200311 2 001
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6. Lampiran surat SKPP

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMOA BENAS]

SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)

Nomor 991 /486 BPKD/ 2021

Kasubed Belana

Mencrangkan babwa ;
Nip + 19711213200701 1002
Nama I UMAR S AP
Tanggal Lahlr  © 13-12-1971
Golongan : Penata 111/c
Unit Kerja

Sesual dengan Surat Keputusan dan - BUPATT BEXAS]
Momor : DO0350/232 16/ A7/09/21 tanggal 02-09-2021

yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal |
Gaj telah dibayarkan sampal dengan akhir bulan  Mopember 2021

A. Penerimaan

Gaj Pokok 3,704,300
Tumpangan [stri/Susmi 370,430
Tunjangan Anak : 148,172
Tun ) Pert Penghsilan $ 0
Tunjangan Struktural t o
Tunjangan Fungsonal : 2]
Tunjangan Beras H 289,680
Tunjangan Lmum H 185,000
Tunjangan Fungsl.Khusus : 0
Tunjangan Kemahalan Daecrah : +]
Tunjangan Daerah Terpencl (/]
Tunjangan Pajak o
Tunjangan Askes 176,316
Tunjangan JKK - 1]
Tunjangan JKM 3 o
Pembulatan : 97
Jumiah Kotor 4,873,995
Daftar keluarga yang menjadi tanggungan
No Nama
| } L
1 [HAJIZAH

DINAS PERLMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

02-07-2021

dengan perincian sebagai berikit :
B. Potongan-potongan

Potongan IWP 1% 44,079
Potongan IWP 8% 0
Potongan Askes 176,316
Potongan Pajak 1]
Potongan BULOG 1]
Potongan Taperum £ o
Juran KORPAL | 0
Prtorgan Sewas Rumah 0
Potongan Hutang ' 0
Potongan JKK ]
Potongan 1M a
Jumilah Potongan H 220,395
Jumiah Bersih 4,653,600
TglLahir | Katerangan
20-12-1975 I ISTRI/SUAMI NIKAH

1 | 04-12-1993/Tertunjang
26-10-2005 ANAK KANDUNG) Tertunjang

| 2 sARAM AULIA PUTRIMARSYAH

3 |SHAFIRA ALYA PUTRI MARSYAH 01-02-2010 ANAK KANDUNG, Tertunjang
Data hutang : o
‘ Jumlah Hutang ] Keterangan
Rp O

Tembusan SKPP ini disampaikan kepada :
1. PT TASPEN CABANG BEKASI

2. YBS

3. KEPALA DPREPP

4, KEPALA BKPSDM

5. ARSIF

PRAD
Bkl 02 Segtemtber 2021
‘g /KASUBID BELANIA
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